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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil 

penelitian maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini : 

1. Advokat memiliki peranan penting dalam pemberian bantuan bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi bantuan 

hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara nonlitigasi. Bantuan 

hukum litigasi berupa  pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang 

dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau 

dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau 

menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

Bantuan hukum nonlitigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, 

konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun 

nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan 

masyarakat,  pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting 

dokumen hukum. 

2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat hambatan, 

seperti berikut : 
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a. Perbedaan persamaan pemahaman penerima bantuan hukum 

dengan pemberi bantuan hukum tentang kasus/perkara yang 

sedang dijalani (masalah keadilannya), 

b. Proses klaim dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum 

kepada pemerintah yang terlalu berbelit-belit. 

c. Banyaknya penerima bantuan hukum yang belum mengetahui 

bantuan hukum cuma-cuma 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan 

dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi 

semua pihak. 

1. Hendaknya dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma Advokat tidak 

mempersulit permohonan yang diajukan oleh penerima bantuan hukum, 

lebih memberi penjelasan kepada penerima bantuan hukum mengenai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum untuk 

dapat mengajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma, memberikan 

perlakuan yang sama antara klien bantuan hukum cuma-cuma dengan 

klien yang memberikan honorarium atas jasa yang diberikan oleh 

Advokat/pemberi bantuan hukum, menggiatkan kegiatan penyuluhan 

hukum di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.  

2. Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-

cuma perlu adanya sebuah regulasi baru yang mengatur secara jelas dan 

komprehensif tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma agar tidak 
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terdapat perbedaan pemikiran antara pemberi bantuan hukum dan 

penerima bantuan hukum mengenai keadilan terhadap kasus yang dihadapi 

oleh penerima bantuan hukum demi memperlancar pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum cuma-cuma. Terkait klaim dana perlu dibuat aturan yang 

lebih jelas lagi dan proses klaim yang lebih berpihak kepada pemberi 

bantuan hukum yang telah menjalankan bantuan hukum secara cuma-

cuma.  
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